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ABSTRAK 

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan 

Pasal 164 Ayat (3), mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena 

mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan 

memaksa (force-majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi.Meskipun 

demikian hal tersebut masih menimbulkan polemik dalam praktik aturan 

ketenagakerjaan. Pekerja dan/atau serikat pekerja kerap menolak Pemutusan 

Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi karena menurut merekahal ini tidak adil, 

tidak ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  

Ketenagakerjaan yang mengatur efisiensi tanpa tutupnya perusahaan bisa dijadikan 

alasan dilaksanakannya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.  

Berdasarkan permohonan uji materi yang diajukan oleh beberapa karyawan yang 

merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya pasal tersebut, Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia melalui amar  Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 19/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak 

dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara 

waktu”, dan pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan 

tutup tidak untuk sementara waktu”.  

Dari beberapa perkara pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi 

perusahaan, terjadi tanpa disertai tutupnya perusahaan, hal inilah yang dianggap 

kurang atau bahkan tidak tepat. Untuk itu, kiranya diperlukan kajian ulang terhadap 

undang – undang terkait, sehingga bunyi pasal dari undang – undang tersebut tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda yang pada akhirnya dapat memberikan 

putusan yang tepat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. 

 

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi, Perusahaan Tutup 
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ABSTRACT 

Juridically, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Article 164 Paragraph 

(3) stipulates that employers can terminate employment of workers / laborers 

because the company is closed not because of a loss of 2 (two) consecutive years or 

not because of forced conditions (force-majeur) but the company does efficiency. 

However, this still creates a polemic in the practice of labor regulations. Workers 

and / or trade unions often refuse Termination of Employment on the grounds of 

efficiency because according to them this is unfair, there is no article in Law 

Number 13 of 2003 concerning Manpower which regulates efficiency without 

closure of companies can be used as a reason for termination of employment by 

employers . 

Based on the request for judicial review submitted by several employees who felt 

that their constitutional rights were impaired by the existence of the article, the 

Constitutional Court of the Republic of Indonesia through the ruling of the 

Constitutional Court Number 19 / PUU-IX / 2011 stated that Article 164 paragraph 

(3) Law Number 13 Year 2003 concerning the contradiction of the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia as long as the phrase "closed company" 

is not interpreted as "permanent closing company or closed company not for a 

while", and in the phrase "closed company" does not have binding legal force as 

long as it is not interpreted " the company closes permanently or the company 

closes not for a while ". 

Of the several cases of termination of employment by reason of the efficiency of 

the company, it occurs without the closure of the company, this is what is 

considered lacking or even inappropriate. For this reason, it is necessary to review 

the relevant laws, so that the sound of the article from the law does not lead to 

different interpretations which in the end can provide the right decisions in order to 

create justice and legal certainty. 

 

Keywords: Termination of Employment, Efficiency, Company Close 
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